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TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

a.

bahwa dalam rangka untuk 1lebih meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dan untuk
memperlancar tugas-tugas pemerintahan di bidang
perindustrian dan perdagangan di dalam Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu
mengubah status kantor Departemen Perindustrian
dan Perdagangan dari Perangkat Wilayah menjadi
Perangkat Daerah dalam bentuk Dinas Daerah ;

bahwa wuntuk melaksanakan maksud tersebut pada
konsideran menimbang huruf a di atas serta
untuk menunjang pelakganaan titik berat Otonomi
Daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,
dipandang perlu menatapkan Pembentukan,
Organisasi dan Tatakerja Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Daerah dengan menuangkan
ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu
Peraturan Daerah

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang
Metrologi Negara ;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan ;

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang
Pangelolaan Lingkungan Hidup ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di
Daerah;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992
tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan
Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;

Keputusan Presiden RI Nomor : 388/M/1995
tanggal 6 Desember 1995 tentang Penggabungan
Departemen Perindustrian dan Departemen

Perdagangan ;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 1458/KP/X11/1984 tentang Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun
1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah
dan Wilayah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun
1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi
dan Tatakerja Dinas Tingkat I dan Daerah
Tingkat II ;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi
dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan
Sekretariat Dewan Perawakilan Rakyat Daerah
Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.



BAB I
KETENTUAR UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vyang dimaksud
dengan

a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya ;

b. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya;

c. Sekretaris Kotamadya Daerah, adalah 8Sekretaris
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabava ;

d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah,
adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
IT Surabavya.

BAB I1
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat I Surabaya.

BAB II1
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah
adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah
di bidang perindustrian dan perdagangan ;

(2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah
di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala
Daerah ;



(3)

(1)

(2)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah
dalam melaksanakan tugas baerada dibawah
koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya
Daerah.

Pasal 4

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah
mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan
rumah tangga Daerah dibidang perindustrian dan
perdagangan yang menjadi tanggung jawabnya dan
tugas pembantuan vang diberikan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini meliputi

a. pemberian bimbingan dan petunjuk
pengembangan industri ;

b. evaluasi terhadap pelaksanaan teknis
bimbingan dan pengembangan sarana industri,
usaha industri dan produksi industri ;

'c. pemberian pengarahan dan petunjuk dalam

rangka pencegahan pencemaran dan pembinaan
informasi serta penyusunan laparan ;

d. pembinaan bimbingan dan penyuluhan dalam
pelaksanaan industri kecil di lapangan ;

e. pembinaan STPIK (Surat Tanda Pendaftaran
Industri Kecil) ;

f. pengawasan dan pengendalian teknis terhadap
industri kecil ;

g. pembinaan pedagang kecil dan menengah ;
h. pengadaan dan penyaluran mata dagangan ;
i. perlindungan konsumen ;
j. penyuluhan perdagangan ;

k. promosi dan pemasaran.



Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada

pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Daerah mempunyai fungsi

a.

Q

penyusunan perencanaan bidang industri kecil
dan karajinan sesual kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;

pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan
program sektoral di bidang industri hasil
pertanian dan kehutanan, industri mesin, logam,
kimia, aneka dan usaha perdagangan ;

pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan
kebijaksanaan teknis bimbingan dan pengembangan
sarana dan usaha industri dan perdagangan serta
produk industri di Daerah ;

penyvelenggaraan konsultasi dengan instansi
Pembina Teknis 8erta pelaksanaan hubungan
kerjasama dengan instansi terkait lainnya/
organisasi/asogiasi dunia usgaha di Daerah
secara terpadu ;

pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dalam
pelaksanaan kegiatan industri dan perdagangan
dalam skala kecil dan menengah ;

pelaksanaan bimbingan dan pengendalian
pelaksanaan penyediaan serta penyaluran barang
dan jasa ;

pelaksanaan tugas pembantuan urusan
pemerintahan bidang administrasi/perizinan
SIUP, penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan
(WDP), pelaksanaan kegiatan Metrologi legal dan
penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) ;

pelaksanaanpembinaan dan pengawasaan Kkegiatan
di bidang perlindungana konsumen ;

pelaksanaan urusan tata usaha dinas.

BAB v
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Daerah terdiri dari



(2)

h.

Kepala Dinas ;

Sub Bagian Tata Usaha
- Urusan Kepegawaian ;
- Urusan Keuangan ;

~ Urusan Hukum ;

- Urusan Umum.

Seksi
-~ Sub
- Sub
- 8Sub
an
- Sub

Seksi

Program, Evaluasi dan Laporan
Seksi Penyusunan Program ;

Seksi Program Pengembangan Industri;
Seksi Program Pengembangan Perdagang-

Seksi Evaluasi dan laporan

Industri Hasil Pertanian dan

Kehutanan

- Sub
- Sub
- Sub
- Sub

Seksi
Aneka
- Sub
- Sub
- 8Sub
- Sub

Seksi
- Sub

Seksi Sarana Industri ;
Seksi Usaha Industri ;

Seksi Bimbingan Produksi ;
Seksi Pencegahan Pencemaran.

Industri Logam, Mesin, Kimia dan

Seksi Sarana Industri ;
Seksi Usaha Industri ;

Seksi Bimbingan Produksi ;
Seksi Pencegahan Pencemaran.,

Usaha Perdagangan
Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana

Perdagangan ;

- Sub
- 8Sub
- Sub

Seksi
- Sub
- Sub

dan
- Sub
- Sub

Seksi Ekspor dan Impor ;
Seksi Pendaftaran Perusahaan ;
Sekgi Penyaluran dan Promosi.

Metrologi

Seksi Massa dan Timbangan ;

Seksi Ukuran Arus, Panjang
Volume ;

Seksi Pengawasan dan Penyuluhan ;
Seksi Sarana Kemetrologian.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan

Organisasi Dinas Perindustrian
Perdagangan Daerah sebagaimana dinyatakan

dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
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agal 9
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urusan kepegawaian ;
urusan keuangan ;

urusan pelayanan hukum ;
urugan umum.



Pasal 10

{1) Urusan Kepegawalian mempunyal tugas menyusun
rencana Kkebutuhan pengadaan pegawai, mutasi,
kesejahtaraan dan administrasi Kepegawaian ;

(2) Urusan Keuangan mempunyal tugas menyusun
rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan
administragi keuangan dan memberikan bimbingan
teknis pelaksaanaan anggaran ;

{3) Urusan Hukum mempunyal tugas melakukan urusan
pelayanan hukum dan peraturan perundang-
undangan ;

{4) Urusan Umum mempunyal tugas melakukan urusan
surat menyurat, hubungan masyarakat, protokol
dan rumah tangga sarta informasi dan
pelaporan ;

{5) Setiap urusan dipimpin oleh &gseorang Kepala
Urusan yang dalam melaksanakan tugag berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub
Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Seksi Program, Evaluasi dan Laporan

Pagal 11

(1) Seksi Program, Evaluasi dan Laporan mempunyai
tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan
data, penyusunan program tahunan, evaluasi dan
laporan serta pencatatan izin usaha dan
program pengendalian lingkungan ;

(2) Seksi Program, Evaluasi dan Laporan dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yvang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam
pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah 1ini Seksi
Program, Evaluasi dan Laporan mempunyai fungsi

pengumpulan dan pengolahan data ;

koordinasi penyusunan program tahunan ;
evaluasi dan laporan pelaksanaan program ;
pelaksanaan pencatatan izin usaha dan
pengendalian lingkungan.

[« o R o+ |



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 13

Sub Seksi Penyusunan Program mempunyal tugas
mengumpulkan, mengolah data dan penyiapan
informagsi, koordinasi penyusunan rencana dan
program pengembangan industri dan
perdagangan, program tahunan dan melaksanakan
program kerjasama ;

Sub Seksi Program Pengembangan Industri
mempunyai tugas menyusun program industri dan
pengembangan sumber daya manusia, penyusunan
dan penyebaran informasi industri, pemantauan
standar dan pengawasan mutu serta pengendalian
lingkungan ;

S8ub Seksi Program Pengembangan Perdagangan
mempunyai tugas menyusun program perdagangan
dan pengembangan sumber daya manusia,
penyusunan dan penyebaran informasi
perdagangan, pemantauan standar dan pengawasan
mutu serta perlindungan konsumen ;

Sub Seksi Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas
menyiapkan evaluasi, penyusunan laporan
pembangunan industri dan perdagangan serta
pencatatan 1zin usaha ;

Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Seksi Program, Evaluasi dan Laporan.

Bagian Keempat

S8eksi Industri Hasil Pertanian

(1)

(2)

Dan Kehutanan
Pasal 14

Seksi Industri Hasil Pertanian Dan Kehutanan,
mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan
teknis dan penyuluhan, penanaman modal,
pemanfaatan fasilitas berusaha, penggunaan
tenaga kaerja, cara penggunaan bahan baku dan
bahan penolong, pencegahan pencemaran serta
urusan perizinan ;

Seksi Industri Hasil Pertanian Dan Kehutanan
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



- 10 -

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam

pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi
Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan mempunyail
fungsi

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

bimbingan taknis pelaksanaan pengembangan
sarana industri serta penggunaan tenaga kerja
dan penyiapan urusan perizinan

bimbingan teknis usaha industri serta mendorong
peningkatan kaeamampuan berusaha ;

bimbingan teknis peningkatan mutu hasil
produksi, penerapan standar, pengawasan mutu,
diversifikasi produk dan inovasi teknologi ;

bimbingan teknis serta pemantauan penanggulangan
dan pencegahan pencemaran ;

pemantauan dan penyusunan laporan.
Pasal 16

Sub Seksi Sarana Industri mempunyai tugas
menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan
dan pengembangan pabrik atau proyek, pemilihan
penggunaan mesin/peralatan, bahan baku dan
bahan penolong dibidang usaha industri, serta
menganalisis data, memantau dan manyusun
laporan dan menyiapkan urusan perizinan ;

Sub Seksi Usaha Industri, mempunyai tugas
menyiapkan bahan bimbingan teknis kerjasama
antar pengusaha industri, konsultasi dan
hubungan kerjasama dengan instansi
lainnya/organisagi/ assosiasi dunia usaha,
program kerja serta melakukan pengumpulan
data, pemantauan dan penyusunan laporan dan
menciptakan iklim usaha ;

Sub Seksi Bimbingan Produksi mempunyai tugas
menyiapkan bahan bimbingan teknis peningkatan
mutu hasil produksi, penerapan standar,
pengawasan mutu, diversifikasi produk dan
inovasi tehnologi serta melakukan pemantauan
dan penyusunan laporan ;

Sub Seksi Pencegahan Pencemaran mempunyai
tugas mempersiapkan bahan bimbingan teknis
penanggulangan, dan melakukan pemantauan dan
pencegahan pencemaran serta penyusunan laporan;
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(5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Bagian Kelima
Seksi Industri Logam, Mesin,
Kimia Dan Aneka

Pasal 17

(1) Seksi Industri Logam, Maesin, Kimia Dan Aneka
mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan
teknis dan penyuluhan, penanaman modal,
pemanfaatan fagilitas berusaha, cara
penggunaan bahan baku dan bahan penolong,
pencegahan pencemaran serta urusan perizinan ;

(2) Sseksi Industri Logam, Mesin, Kimia Dan Aneka
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam
pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi
Industri Logam, Mesin, Kimia Dan Aneka mempunyai
fungsi

a. bimbingan teknis pelaksanaan pengembangan
Barana industri serta penggunaan tenaga kerja
dan penyiapan urusan perizinan ;

b. bimbingan teknis usaha industri serta mendorong
peningkatan kemampuan berusaha ;

¢. bimbingan teknis peningkatan mutu hasil
produksi, penerapan standar, pengawasan mutu,
diversifikasi produk dan inovasi teknologi ;

d. bimbingan teknis serta pemantauan penanggulang-
an dan pencegahan pencemaran ;

€. pemantauan dan penyusunan laporan.
Pasal 19

(1) Sub Seksi Sarana Industri mempunyai tugas
menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan
dan pengembangan pabrik atau proyek, pemilihan
penggunaan mesin/peralatan, bahan baku dan
bahan penolong dibidang usaha industri, serta
menganalisis data, memantau dan menyusun
laporan dan menyiapkan urusan perizinan ;

(2) Sub Seksi Usaha Industri, mempunyai tugas
menyiapkan bahan bimbingan teknis kerjasama
antar pengusaha industri, konsultasi dan
hubungan ker jasama dengan instansi
lainnya/organisasi/ assosiasi dunia usaha,
program kerja serta melakukan pengumpulan
data, pemantauan dan penyusunan laporan dan
menciptakan iklim usaha
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(3) Sub Seksi Bimbingan Produksi mempunyai tugas
menyiapkan bahan bimbingan teknis peningkatan
mutu hasil produksi penerapan standar,
pengawasan mutu, diversifikasi produk dan
inovasli tehnologi serta melakukan pemantauan
dan penyusunan laporan ;

(4) Sub Seksi Pencegahan Pencemaran mempunyai
tugas mempersiapkan bahan bimbingan teknis
penanggulangan, dan melakukan pemantauan dan
pencegahan pecemaran serta penyusunan laporan.

(5) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia Dan Aneka.

Bagian Keenam
Seksi Usaha Perdagangan

Pasal 20
{1) Seksi Usaha Perdagangan mempunyai tugas
menyiapkan usaha pengembangan ekspor daerah
dan kegiatan perdagangan luar negeri,

pendaftaran perusahaan, memantau penyediaan
dan penvaluran barang dan jasa, memberikan
bimbingan usaha dan promosi serta urusan
perizinan

(2) Seksi Usaha Perdagangan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi vyang dalam melaksanakan tugas
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 21
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam
pasal 20 ayat {1) Peraturan Daearah ini, Seksi
Usaha Perdagangan mempunyai fungsi

a. analisis data, bimbingan dan urusan perizinan ;

b. bimbingan teknis usaha pengembangan ekspor
daerah dan kegiatan perdagangan luar negeri ;

9]

urusan pendaftaran perusahaan dan penyajian
Buku Daftar Perusahaan ;

d. pemantauan penyediaan dan penyaluran barang dan
jasa serta kegiatan promosi

e. pemantauan dan penyusunan laporan.
Pasal 22

{1) Sub Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana
Perdagangan mempunyail tugas mempersiapkan
program kerja, bahan konsultasi dan hubungan
kerja sama dengan instansi lainnya/organisasi/
aggogiasli dunia usaha, melakukan pengumpulan
dan analisis data, memberikan bimbingan usaha
dan sarana perdagangan, urusan perizinan serta
melakukan pemantauan dan penyusunan laporan ;



(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)
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Sub Seksi Ekspor dan Impor, mempunyai tugas
mempersiapkan bahan bimbingan teknis wusaha
pengembangan ekspor daerah dan kegiatan
perdagangan luar negeri meliputi kegiatan
ekspor impor serta melakukan pemantauan dan
penyusunan laporan ;

Sub Seksi Pendaftaran Perusahaan mempunyai
tugas melakukan urusan pendaftaran perusahaan,
membuat serta menyajikan Buku Daftar
Perusahaan kepada pihak yang memerlukan serta
pemantauan dan penyusunan laporan ;

Sub Seksi Penyaluran dan Promosi mempunyai
tugas menganalisis data serta mempersiapkan
bahan evaluasi kegiatan penyediaan dan
penyaluran barang dan jasa, promosi serta
melakukan pemantauan dan penyusunan laporan ;

Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Seksi Usaha Perdagangan.

Bagian Keenam
Seksi Metrologi

Pasal 23

Seksi Metrologi mempunyai tugas melakukan
urusan kemetrologian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;

Seksi Seksi Metrologi dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi vyang dalam melaksanakan tugas
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam

pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi
Metrologi mempunyai fungsi

a.

pengolahan standar ukuran, cap, tanda tera dan
sarana kemetrologian lainnya ;

pemeriksaan dan pengujian standar tingkat empat
untuk alat-alat ukur, takar timbang dan
perlengkapan ;

penerapan dan tera ulang alat-alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya ;

pengawasan penggunaan alat-alat ukur, tukar
timbang dan perlengkapannya serta mengawasi
barang dalam keadaan terbungkus ;

bimbingan teknis kepada pengusaha dan reparatur
alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya ;
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f. pengumpulan dan pengolahan data alat-alat ukur,
takar, timbang dan perlengkapannya serta data
yang berkautan dengan kemetrologian ;

g. pelaksanaan monitoring.
Pasal 25

(1) Sub Seksi Massa dan Timbangan mempunyai tugas
mengelola standar ukuran massa, memeriksa dan
menguji standar ukuran massa, menera dan
menera ulang serta mengumpulkan dan mengolah
data ukuran massa dan timbangan ;

(2) Sub Seksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume
mempunyai tugas mengelola standar ukuran
panjang, memeriksa dan menguji standar ukuran
panjang, menera dan menera ulang serta
mengumpulkan dan mengolah data dan ukuran
arus, panjang.dan volume ;

(3) Sub Seksi Fengawasan dan Penyuluhan mempunyai
tugas melakukan penyuluhan kemetrologian,
pengawasan penggunaan alat-alat ukur, takar,
timbang, perlengkapannya dan barang dalam
keadaan terbungkus, melakukan penyelidikan
terhadap tersangka pelaku tindak pidana
Undang-undang Metrologi legal, melakukan ukur
ulang, mengclah data pengawasan, penyuluhan
dan pembebasan tera ulang ;

(4) Sub Seksi Sarana Kemetrologian mempunyai tugas
mengelola cap tanda tera dan gsarana
kemetrologian ;

(5) Setiap 8Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala
S8ub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Seksi Metrologi.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan tugas sesuail dengan jabatan
fungsional masing-masing berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

{1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas
sejumlah tenaga fungsional yany diatur
berdasarkan ketentuan perundang-undangan vyang
berlaku ;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat
(1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk oleh
Walikotamadya Kepala Daerah ;
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Jumlah Tenaga Fungsional tersebut pada ayat
(1) pasal ini, ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja ;

Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada ayat
(1) pasal ini, diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 28

Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Walikotamadya Kepala Daerah ;

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas
wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
secara vertikal dan horisontal baik dalam
lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan
Instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya ;

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Para Kepala
Seksi, Para Kepala Urusan dan para Kepala Sub
Seksi wajib menerapkan prinsip-prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi sesual bidang tugas masing-
masing ;

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam
Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Daerah wajib memimpin, mengawasi, memberikan
bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya masing-masing.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib
mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan
bertanggung jawab kepada atasannya masing-
masing serta menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan tugas secara berkala maupun
sewaktu-waktu diperlukan ;

Setiap ' laporan vyang diterima oleh pimpinan
satuan organisasi dari bawahan wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan
laporan lebih lanjut dan dalam rangka
memberikan petunjuk kepada bawahannya ;

Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan
tugas secara berkala atau sewaktu-waktu
diperlukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah;

Dalam menyampaikan laporan masing-masing
kepada atasan, tembusan laporan harus
disampaikan kepada satuan organisasi yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja ;



- 16 -

(5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan
satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan
organisasi bawahannya dan dalam rangka
pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-
masing mengadakan rapat berkala.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATARN

Pasal 30

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh
wWalikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat
persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah
Tingkat 1 Jawa Timur ;

(2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala
Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan
diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah
atas usul Kepala Dinas ;

(3) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;

(4) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan
tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala
Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang
Kepala Seksi untuk mewakilinya.

BARB VIII
KEPEGAWATIAN

Pasal 31

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan
kepegawaian pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Daerah diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

RAB IX
PEMRBRIAYAAN
Pasal 32

(1) Segala biaya yang diperliukan untuk pelaksanaan
tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya ;

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut
pada ayat (1) pasal 1ini, kepada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Daerah dapat
diberikan bantuan dari Pemerintah atau
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.



BAB X
PENUTUP

Pasal 33

Paraturan Daerah mulail berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar supava setiap orang dapat mengetahuinva,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1ini
dengan penempatannyva dalam l.embaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A BAY A
Pada tanggal : 25 Pebruari 1997

PERWAKTILAN RAKYAT DAERAH -~ . WALIKQTAMADYA KEPALA DAERAH
TTNGKAT 1T SURABRAYA W_N}KAT T1 SURARAYA
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PEN.JELASAR

ATAS
PERATURAN DARRAH KOTAMADYA DARERAH TINGKAT I1 SURABAYA
ROMGR 19 TAHUN 1997

TENTARG
PEMBENTUKAN CORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERINDUBTRIAN DAKR PERDAGANGAN DAERAR
KOTAMADYA DABRAH TIRGKAT 11 SURABAYA

PENJELASAN UMUM

Nalam Ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974 tentang Pokok-pkok Pemsrintahan di Daerah, menyatakan
bahwa titik berat Otonomi Daerah diletakan pada Daerah
Tingkat I1

Titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat 11
dilaksanakan dengan penyerahan sebagian urusan pemerintahan
Daerah Tingkat 1IT7 =secara bertahap dan berkelarzutan
Penyerahan urusan Pamerintahan tevrsebut perlu untuk
diperlancar, sehangga pada akhirnya urusan rumah tangga
Daerah Tinkat 1I akan menyangkut lebih banyak aspek
pelaksanaan

Bahwa untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan
bertanggung jawab dJdan berdszssarkan Keputuzan Menteri Dalam
Negeri Nomor 178 Tabun 19%6 tentang Percontohan OCtonomi
Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Dzevah Tingkat 1I, telah
ditetapkan bahwa Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai
Percontohan Otonomi. Daerah Tingkat II

Sehubungan dengan penyarahan sebagian wurusan dari
Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa
Timur dalam bidang Pervindustrian dan Perdagangan kepada
Kotamadya Daerah Tingkat 1T Surabaya, maka untuk mewujudkan
titik herat Otonomi di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
gsecara berdaya guna dan berhasil guna dari salah satu program
pembangunan vaitu bhidang Perindustrian dan Perdagangan perlu
ditetapkan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ina

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pagal 1 s/d Pasal 33 : Cukup Jelas
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BAGAN SUSUNAN ORGANISAST LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA

DINAS PERTNDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAR DARRAR TINGKAT II SURABAYA
KOTAKADYA DAERAH TINGKAT I1 SURARAYA NOMOR @ 19 TAHON 1997

TANGGAL : 25 Pebruari 1997

s s st e

| KEPALA DIWAS
|
i

SR BAGTAN
TATA USAHA
H ¥ EL T H
N i { i
| s URUSAN URUSAN URUSAN
(KEPEGANAIAN| | KEUANGAN HUKU UM
{
i . % |
: KBLONPOK  JABATAY ST 1 SEKSI SERS! 3EKSI SERSI
FONGSTORAL ! I INDUSTRT ASIL | | TNDUSTRI L0GAX, USARA HETROLOGT
{ | PERTARIAN DAM HESTH, KINIA PERDAGANGAN
o | KEHUTANAN DA ANEKA
7 7 7 7
R — ] —
§ SUB SEKSI SUB SERSI SUB SERSI SUR SEKST
- | SARANA - SARANA  BIMBINGAN | o NASSA DAN
! § TNDUSTRT INDUSTRI USAHA & SARANA TINBANGRK |
! g PERDAGARGAN }
1 i ’
P e et SUB SERS! 808 SEKSI SUB SEKS! | oo SRS
—  PROGRAK H USAHA H  USAHA - EKSPCR TAN | UKURAN ARUS,
 PERGENBANGAN TNDUSTRI INDUSTRI THPOR PANTANG DA
TNDUSTRI VOLUNE
SUB SERSI SUB SEKS! SUB SEKS! SUB SEKSI SUB SEKSI
H I%0GRA H RINBINGAN | 1 BINBINGAN | - PENDAFTARAN | M PENGAWASAN
PENGENBANGAN PRODURS! PRODUKS] PERUSAHARN DAK PENTULOHAN
[ | PERDAGANGAY
I — $08 SEKSI $0B SEKS! S8 SERSI —
L{ SURSFRSI | 4 PENCEGAWAN | ' PENCEGAMAN | o PENYALURA SU8 SERSI
LRSI | PERCEMARRY PEACENARAN DAN PROKOST | L4 SARMMA
| DAY LAPORAN | KEMETROLOGIAN
| ‘
@ DIREAKTLAN RAKYAT DARRAR 77 WALINOTAMADYA KEPALA DAERAR

NAPN

o . YRYGKAT II SURABAYA




